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ABSTRAK

Indonesia baru saja meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura setelah melalui
proses yang cukup lama dari tahun 1970 hingga pada akhirnya tahun 2022 berhasil
menemukan titik terang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses panjang
upaya diplomasi Indonesia dengan pihak Singapura yang dapat dilihat dari penerapan teori
Two Level Games yang diperkenalkan oleh Robert D. Putnam dan memiliki dua tahapan yaitu
Level 1 disebut juga Bargaining atau Ranah Internasional dan Domestic Discussion atau
disebut juga Ranah Domestik untuk mengetahui bagaimana negosiasi yang dilakukan kedua
pihak hingga dikembalikan ke pemerintah domestic untuk dilanjutkan ke tahap ratifikasi.
Metode penulisan yang digunakan adalah metode kualitatif lalu data yang diperlukan dalam
penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka. Penulisan ini menjelaskan bagaimana upaya
diplomasi dan beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses negosiasi antara Indonesia dan
Singapura yang pada akhirnya membuka peluang untuk Singapura memanfaatkan Win-Set
dengan memberikan Defence Cooperation Agreement (DCA) sebagai syarat utama untuk
tahap ratifikasi, serta turtu mengelaborasi bagaimana saat terjadinya timpang tindih pada
pemerintah domestik Indonesia dalam meratifikasi perjanjian ekstradisi dan Defence
Cooperation Agreement (DCA) Proses yang cukup lama dalam upaya diplomasi antara
Indonesia dan Singapura membuahkan hasil yang baik dimana terdapat 3 perjanjian (Defence
Cooperation Agreement, Extradition Treaty dan Flight Information Region) yang pada
akhirnya berhasil diratifikasi untuk meningkatkan kerjasama bilateral antara kedua negara.

Kata Kunci: Diplomasi, Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura
Indralaya, 28 Oktober 2024
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ABSTRACT

Indonesia recently ratified an extradition treaty with Singapore after a lengthy process
dating back to 1970, finally reaching a resolution in 2022. This research aims to examine
Indonesia’s extensive diplomatic efforts with Singapore, analyzed through Robert D. Putnam's
Two-Level Games theory. This theory includes two stages: Level 1, known as Bargaining or
the International Arena, and Level 2, the Domestic Discussion or Domestic Arena, to
understand the negotiation process between both parties before reverting to domestic
governments for ratification. A qualitative method is applied, with data collected through
literature studies. This paper explains Indonesia's diplomatic efforts and the challenges
encountered in negotiations with Singapore, which ultimately created an opportunity for
Singapore to leverage its Win-Set by including the Defence Cooperation Agreement (DCA) as
a prerequisite for the ratification phase. Additionally, it elaborates on the complexities
Indonesia faced within its domestic government in ratifying the extradition treaty and the
DCA. The lengthy diplomatic process between Indonesia and Singapore has produced positive
outcomes, culminating in the ratification of three agreements (the Defence Cooperation
Agreement, Extradition Treaty, and Flight Information Region), which aim to strengthen
bilateral cooperation between the two countries.

Keyword: Diplomation, Extradition Treaty Indonesia-Singapore
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan situasi dunia dan teknologi informasi membuat negara memilih untuk
menggantikan diplomasi tradisional menjadi diplomasi yang lebih mumpuni guna menjalin
hubungan kerjasama internasional untuk mencapai kepentingan bersama melalui diplomasi
yang lebih modern. Jika sebelumnya menurut sejarah yang ada diplomasi dapat ditempuh
melalui peperangan, maka lain hal dengan masa sekarang dimana diplomasi dapat dilakukan
tanpa harus melibatkan hard power melainkan lebih menonjolkan soft power pada suatu
negara. Hasyim Djalal pada tahun 1990 selaku diplomatpada saat itu berpendapat mengenai
diplomasi yang pada dasarnya adalah usaha untuk meyakinkan pihak lain atau negara lain
untuk mendapatkan pemahaman dan membenarkan pandangan dan jika mungkin mendukung
pandangan itu tanpa perlu menggunakan kekerasan (Prayuda & Sundari, 2019). Maka dari itu
dapat ditarik garis besarnya bahwa tiap-tiap negara yang melakukan diplomasi pada dasarnya
untuk mencapai kepentingan nasional dari negara itu sendiri namun sebuah negara tidak dapat
membangun wilayahnya sendiri melainkan tetap membutuhkan negara lain sebagai faktor
pendorong tercapainya kepentingan tersebut, maka dengan adanya diplomasi negara yang
memiliki kepentingan dapat mencapai tujuannya tanpa hambatan dengan cara berkerja sama

secara resmi dan sesuai dengan aturan hukum internasional yang berlaku.

Fungsi utama dari pelaksanaan diplomasi ialah melakukan negosiasi beserta ruang
lingkup diplomasi itu sendiri merupakan penyelesaian dari perbedaan-perbedaan dan
menjamin kepentingan negara melalui negosiasi yang mencapai mufakat dengan kata lain
berhasil dilakukan dan membuahkan hasil yang disepakati bersama. Efektivitas diplomasi
suatu negara bergantung pada sejauh mana kekuatannya nasionalnya sendiri.Dalam
menerapkan diplomasinya, suatu negara harus mempertimbangkan kekuatan dan sumber
dayanya yang ada. Kekuatan (power) dan sumber daya tetap merupakan sumber penting dalam
menentukan keberhasilan diplomasi, karena faktor ini terakumulasi dalam kapabilitas suatu
negara terhadap negara lain dalam diplomasi (M, 2003, pp. 137-138). Sehingga suatu negara

dikatakan berhasil melakukan proses diplomasi jika negara tersebut mampu mewujudkan

1



kepentingan nasional negaranya dan membentuk kerjasama dengan negara lain melalui

diplomasi.

Tidak hanya untuk mencapai suatu kepentingan nasional saja, namun diplomasi juga
seringkali dilakukan beberapa negara guna memberantas kejahatan transnasional yang
melibatkan lintas batas dimana semakin berkembangnya duniadi era globalisasi maka
meningkat pulamotif kejahatan transnasional yang terjadi, hal ini menjadi ajang untuk
menunjukkan saling ketergantungan serta meningkatnya kompleksitas persoalan bahkan
hubungan kerjasama internasional telah menjadi suatu kepentingan guna memberantas
banyaknya Transnational Organized Crime (TOC) yang terjadi. Tidak sapat dipungkiri bahwa
setiap negara berharap penuh akan kerjasama internasional yang dilakukan atas dasar prinsip
saling menguntungkan satu sama lain, dimana hal ini kerap kali dibahas serta dirumuskan

sebagai kebijakan luar negeri suatu negara.

Dalam hukum internasional terdapat beberapa cara untuk menangkap serta
mengeluarkan terduga ataupun tersangka tindak pidana yang masuk kedalam DPO atau Daftar
Pencarian Orang yang melakukan pelarian ke negara lain dengan cara seperti pengusiran atau
pembuangan (expulsion atau deportation) namun hal ini bukanlah tindakan administratif yang
dapat dilakukan secara langsung oleh petugas yang berwenang (Mahayasa, 2012), tak jarang
pula ada negara yang mempunyai syarat hukum berbeda sehingga penyelesaian tersebut tidak
dapat dilaksanakan. Maka dari itu, perjanjian ekstradisi dapat menjadi salah satu solusi yang
utama guna sehingga negara dengan mudah dapat mengembalikan pelaku kejahatan yang
melakukan pelarian ke negara lain. Ektradisi juga dapat dilihat sebagai sarana yang dapat
mengadili serta menghukum pelaku kejahatan oleh negara locus delicti dimana hal ini dapat
disebut juga sebagai suatu negara yang memiliki wewenang yurisdiksi atas kejahatan yang
dilakukan (Mahayasa, 2012).

Hukum internasional berlaku prinsip penghormatan terhadap kedaulatan yuridiksi
masing-masing negara, sehingga pada tiap negara luar yang memiliki kepentingan untuk
masuk kedalam suatu negara tidaklah mudah terlebih lagi harus adanya persetujuan yang
berdasarkan pula atas asas umum hukum internasional bahwa setiap negara memiliki

kekuasaan tertinggi atas kedaulatannya. Hal ini kerap kali menjadi hambatan bagi penegak



hukum tindak pidana korupsi dan sebaliknya malah menjadi sebuah "keuntungan™ bagi para
koruptor yang melenggang bebas ke negara lain guna mengamankan diri dan asetnya.Oleh
sebab itu, untuk mengatasi persoalan tindak pidana korupsi yang melarikan diri dan demi
berdiri kokohnya hukum maka terdapat langkah internasional yang dapat diambil yaitu dengan
melakukan perjanjian Ektradisi yang dimana negara-negara memiliki yurisdiksi terhadap si
pelaku kejahatan korupsi tidak diperkenankan untuk menangkap secara langsung di wilayah
negara yang menjadi tempat pelarian diri pelaku tetapi negara-negara tersebut dapat
menempuh secara legal untuk dapat mengadili dan menghukum si pelaku kejahatan itu

dengan adanya kesepakatan perjanjian ekstradisi.

Apabila suatu negara tidak memiliki perjanjian ekstradisi maka hal tersebut dapat
menghambat berjalannya suatu proses pengembalian tersangka atau pelaku kejahatan ke
negara pemohon. Tidak sedikit dari negara-negara yang mempunyai kasus serupa memilih
perjanjian ekstradisi sebagai instrumen kerjasama internasional guna memerangi kejahatan
transnasional. Ketiadaan perjanjian semacam itu dapat menjadi salah satu tantangan besar
dalam mengembalikan pelaku kejahatan, meskipun masih ada beberapa langkah yang dapat
diambil untuk mencegah mereka menggunakan negara lain sebagai tempat pelarian (Sahati &
Alam). Langkah-langkah tersebut termasuk penguatan keamanan di perbatasan, peningkatan
pengawasan bagi siapapun yang memasuki atau meninggalkan wilayah tersebut, serta
penggunaan upaya hukum seperti pengusiran dan deportasi untuk menghilangkan kehadiran
orang-orang yang tidak diinginkan di negara tersebut. Namun, apabila suatu negara secara
tidak langsung berupaya untuk melindungi mereka yang merupakan pelaku kejahatan korupsi
dikarenakan sebelumnya tidak adanya perjanjian ekstradisi, maka dengan kata lain pemerintah
di negara tersebut memang membiarkan wilayahnya dijadikan sebagai gudang tempat

penampunganpara pelaku kejahatan tersebut.

Salah satu contoh pentingnya diplomasi untuk mewujudkan kerjasama antarnegara
dalam ekstradisi pelaku kejahatan transnasional ialah pada kasus Singapura yangseringkali
menjadi sasaran empuk untuk melarikan diri bagi para pelaku korupsi asal Indonesia terlebih
lagipada saat itu kedua negara diketahui tidak memiliki perjanjian ekstradisi ataupun
kesepakatan konkrit lainnya.Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelaku tindak pidana korupsi
yang melarikan diri dari Indonesia ke Singapura seperti pada kasus dana Bantuan Likuiditas



Bank Indonesia (BLBI) tahun 1998 yang melibatkan 19pelaku terpidana, dan tercatat 6 dari
mereka berhasil melakukan modus operandi dengan cara melarikan diri ke Singapura untuk
menghindari jeratan hukum di Indonesia yang mengakibatkan aparat setempat mengalami
hambatan untuk memproses mereka sesuai hukum yang berlak, lalu pada tahun 2003 kasus
serupa juga terjadi saat Maria Pauline yang merupakan tersangka pembobolan Bank BNI
dengan kerugian sebesar Rp. 1,2 triliun berhasil melarikan diri ke Singapura untuk pertama

kalinya sebelum tertangkap di Serbia pada tahun 2019.

Dalam beberapa periode juga menunjukkan urgensi bahwa meningkatnya kasusn
korupsi yang ada di Indonesia menjadi masalah yang krisis, hal ini juga dapat dilihat melalui
bagaimana naik turunnya peringkat korupsi Indonesia yang terkadang mencapai nilai yang
cukup tinggi disbanding negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Hal ini juga dapat dilihat
dari grafik berikut terkait dengan nilai Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia dari tahun 2004-
2020.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, 2004-2020
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Gambar 1. 1 Nilai Angka Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia dari Tahun 2004-2020.

Transparecy International mencatat Indeks Presepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun

2020 yakni 37.Indeks tersebut menjadikan Indonesia di peringkat ke-102 dari 180 negara yang



disurvey. Peringkat tersebut menurun dari tahun sebelumnya yakni di peringkat 86 dengan
IPK 40. Posisi Indonesia sebelumnya berhasil direbut oleh Timor Leste yang berada di
peringkat 86 dengan indeks 40. Di tingkat Asean, Indonesia berada di peringkat ke-5. Adapun
pada periode 1995 hingga 2022 terjadi pencapaian IPK tertinggi Indonesia yaitu di tahun 2019
dengan skor 40. Kemudian tahun 2022 merosot jadi 34 dan stagnan sampai sekarang.Dari 10
negara di Asia Tenggara indeks IPK Indonesia berada di peringkat 6. paling tinggi Singapura
dengan skor IPK 83, Malaysia 47, Timor Leste 42, Vietnam 42, Thailand 36, Indonesia 34,
Filipina 33, Laos 31, Kamboja 24, dan Myanmar 23 (Transparency International Indonesia,
2023).

Dengan adanya beberapa contoh kasus tersebut, maka Pemerintah Indonesia
melakukan upaya diplomasi dengan Pemerintah Singapura untuk membuat kesepakatan
berupa perjanjian ekstradisi guna mempermudah kedua negara dalam menanggulangi kasus
kejahatan transnasional yang melibatkan lintas batas. Namun, sebelum resmi ditandangani,
perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura ini telah mulai digagaskan pada tahun 1979 dan
diupayakan oleh pemerintah Indonesia namun tidak disambut dengan baik oleh pemerintah
Singapura dikarenakan perbedaan hukum dan kebijakan yang berlaku, namun usaha
pemerintahan Indonesia untuk memberantas para koruptor yang melarikan diri tidak langsung
redup begitu saja melainkan sejak tahun 1998 upaya Indonesia yang terus berusaha
berdiplomasi pada tiap kesempatan baik dalam pertemuan bilateral maupun regional dengan
Pemerintah Singapura.

Usaha tidak selalu berujung manis, dimana pada tanggal 27 April tahun 2007 memang
sudah dilakukan penandatangan perjanjian oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia,
Hassan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo bahkan disaksikan langsung
oleh Presiden yang menjabat saat itu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri
Singapura Lee Hsien Loong namun tetap saja perjanjian tersebut tidak dapat diberlakukan oleh
kedua negara karena tidak adanya ratifikasi dari kedua pemerintahan negara dengan alasan
ingin meratifikasi perjanjian tersebut secara bersamaan dengan perjanjian kerjasama lainnya
(Sekretariat Kabinet Indonesia, 2022).

Hal ini juga dikarenakan perbedaan yang timpang tindih antara kedua negara dimana
pada saat dilakukan pembahasan domestik oleh para stakeholder negara seperti DPR merasa



keberatan dengan adanya Defence Cooperation Agreement (DCA) diharuskan diratifikasi
bersamaan dengan perjanjian ekstradisi dan diajukan sebagai syarat utama dari Singapura
yang ingin menjadikan sebagian wilayah Indonesia menjadi basis pelatihan militer negaranya,
jelas saja Pemerintahan Indonesia mementingkan kepentingan nasionalnya dan menolak
mentah-mentah proposal perjanjian yang dijadikan embel-embel oleh Singapura untuk
meratifikasi perjanjian ekstradisi antara keduanya. Namun upaya diplomasi dari Indonesia
tidak pupus begitu saja karena dalam beberapa kesempatan seperti pertemuan bilateral antara
keduanya, dimana Indonesia kembali mengajukan perjanjian ekstradisi untuk dibahas
kembalipada Leader’s Retreat pada tahun 2019 serta Singapura yang turut mengajukan
kembali Defense Cooperation Agreement (DCA) untuk diratifikasi bersamaan dengan
perjanjian ekstradisi yang awalnya sempat menjadi hambatan pada tahapan ratifikasi
sebelumnya dan membuat perundingan panjang ini membuahkan hasil yang baik.

Setelah perjalanan panjang dengan banyaknya kesetimpangan di antara kedua negara,
akhirnya pada tahun 2022 upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia membuahkan hasil baik
dimana pada tahun tersebut perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura berhasil
diratifikasi yang bertepatan juga dengan dilaksanakannya Leader’s Retreat di Bintan,
Kepulauan Riau. Pada saat pertemuan terjadi kedua pihak sepakat untuk menandatangani
perjanjian yang diwakilkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI
Yasonna H. Laoly dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum Singapura K. Shanmugam
serta disaksikan langsung oleh Presiden R1 Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Singapura
Lee Hsien Loong (Sekretariat Kabinet Indonesia, 2022). Namun yang menarik ialah
bagaimana upaya aktif dari sudut pandang Indonesia kepada Singapura dalam proses
meratifikasi perjanjian tersebut dari tahun 2007 hingga 2022, hal ini yang kemudian akan
peneliti elaborasi melalui konteks upaya diplomasi.

Oleh karena itu, urgensi penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui upaya
diplomasi apa saja yang dilakukan oleh Indonesia dalam mewujudkan ratifikasi perjanjian
ekstradisi antara Indonesia dan Singapura yang bahkan memakan waktupuluhan tahundimana
Indonesia selaku pengusung sudah menggagas perjanjian ini dari tahun 1979 dan kerap kali
membahas perjanjian tersebut di beberapa kesempatan seperti pertemuan kerjasama regional
dan bilateral yang mempertemukan kedua negara,hingga perjanjian tersebut berhasil
diratifikasi pada tahun 2022.



1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dari itu
rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Upaya Diplomasi Indonesia dalam

Meratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura?”

1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dibuat bertujuan untuk
menganalisis “Bagaimana Upaya Diplomasi Indonesia dalam Meratifikasi Perjanjian

Ekstradisi Indonesia-Singapura.”

1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian yang berjudul “Upaya Diplomasi Indonesia dalam Meratifikasi Perjanjian
Ekstradisi Indonesia-Singapura.” diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

a. Manfaat Teoritis
Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan

literature mutakhir serta dapat dijadikan sebagai pustaka referensi bagi pihak yang nantinya
akan melakukan penelitian dengan topik yang berhubungan ataupun sebagai referensi untuk
penelitian terdahulu. Penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu
terhadap ilmu-ilmu hubungan internasional seperti studi globalisasi, keamanandan studi

kejahatan transnasional.

b. Manfaat Praktis
Penulis berharap dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi referensi ataupun bahan

bacaan bagi masyarakat tentang bagaimana proses ekstradisi yang dapat dilakukan sebagai
upaya penanggulangan kejahatan transnasional dan turut menjelaskan bagaimanaUpaya
Diplomasi Indonesia dalam Meratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura.
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